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PUTUSAN
Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Pyb

. .‘/.. M 4
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 26 Maret 1998, agama Islam,

pekerjaan wirasawasta, pendidikan SLTA,

tempat kediaman di (Lorong 1), Desa XXX,

Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal,

Provinsi Sumatera Utara, sebagai Penggugat;
melawan,

XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 25 Juli 1992, agama Islam,
pekerjaan wirasawasta, pendidikan SD, tempat
kediaman di (Kp. XXX) Desa XXX, Kecamatan
XXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05
September 2024 vyang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Panyabungan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 dengan register
perkara Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Pyb telah mengajukan gugatan yang

berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa Penggugatdan Tergugatadalah suami istri yang melangsungkan

pernikahan pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2008an dicatat oleh

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX sesuai
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Duplikat Buku Nikah Nomor : XXX / 05/ IX / 2020, tanggal 30 Agustus
2024;
Bahwa ketika akad Nikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat
berstatus Perjaka;
Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal mengontrak di Kota Bogor hingga pisah;
Bahwa selama pernikahan antara Penggugatdan Tergugat telah
berhubungan layaknya suami istri dan belum di karuniai seorang anak;
Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam
keadaan rukun, namun Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat
berobat ke rumah orang tuanya, sehingga pada bulan Desember 2020,
Penggugat meninggalkan kediaman bersama sehingga antara Penggugat
dan tergugat sudah kurang lebih 3 (Tiga) Tahun 9 (Sembilan) bulan
lamanya tidak serumah lagi, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat
ini Penggugat bertempat sebagaimana tersebut diatas dan Tergugat
bertempat tinggal sebagaimana tersebut diatas dan selama itu sudah tidak
ada hubungan lagi;
Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut
mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada
kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina
rumah tangga;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk
mengajukan gugatan perceraian ini, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf
(b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b)
Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan
gugatan cerai ini dikabulkan;
Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cg. Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer
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1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXX) atas Diri Penggugat
(XXX).

3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider

Apabila Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap disebabkan oleh alamat Tergugat tidak jelas;

Bahwa berdasakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka
persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa, Hakim telah memeriksa berkas perkara dari Penggugat, namun
Hakim beranggapan bahwa alamat dari Tergugat tersebut kabur, maka Hakim
menyarankan kepada Penggugat untuk mencari alamat Tergugat yang baru;

Bahwa atas nasehat Hakim, selanjutnya Penggugat menyatakan
mencabut gugatannya nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Pyb, tanggal 09 September
2024, untuk mencari alamat Tergugat yang baru;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang
terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang
dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari

Penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, perkara aquo tentang sengketa Perkawinan maka bahwa
berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama,;
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Menimbang, berdasarkan posita gugatan Penggugat, Penggugat
bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka
sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang
Nomor 50 tahun 2009, Hakim berpendapat perkara ini merupakan kewenangan
relatif Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah
datang menghadap disebabkan oleh alamat Tergugat tidak jelas;

Menimbang berdasakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 206/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal
maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, Hakim memeriksa berkas perkara dari Penggugat, namun
Hakim beranggapan bahwa alamat dari Tergugat tersebut kabur, maka Hakim
menyarankan kepada Penggugat untuk mencari alamat Tergugat;

Menimbang, Bahwa atas nasehat Hakim, selanjutnya Penggugat
menyatakan mencabut gugatannya nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Pyb, tanggal 09
September 2024, untuk mencari alamat Tergugat yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada
tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang
kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan
Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim
menyatakan pencabutan perkara dari Penggugat sudah sepatutnya untuk
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka
Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Penitera untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan
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Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perkara ini;
MENGADILI:
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara
Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Pyb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp.1.355.000,(satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama
Panyabungan pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Abdul Azis Alhamid, S.H.I
sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh
Efri Refiman, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.
Hakim Tunggal,

Abdul Azis Alhamid, S.H.l

Panitera Pengganti,

Efri Refiman, S.H.l.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses ‘Rp 80.000,00
- Panggilan :Rp  1.205.000,00
- PNBP 'Rp 20.000,00
- Redaksi ‘Rp 10.000,00
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- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah ‘Rp 1.355.000,00
(satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)
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